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Abstrak  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana desa 
Botubulowe, Kec.Dungaliyo, Kab.Gorontao. Penelitian ini menggunakan metode deskrptif 
kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer berupa pengambilan langsung 
menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang 
digunakan yaitu deskritif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan dana 
desa di desa botubulowe sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Permandagri No 20 
Tahun 2018, Dalam perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban pemerintah desa sudah 
melaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan masyarakat desa Botubulowe 
dilibatkan dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa 
walaupun masyarakat belum terlalu paham tentang pengelolaan dana desa tetapi masyarakat 
tetap berpartisipasi dalam keterlibatan perencanaan penyusunan dana desa. 

Kata Kunci : Efektivitas, Pengelolaan Dana Desa, Akuntabilitas 
 

Copyright (c) 2023 Selvin Y. Sala 
🖂🖂 Corresponding author :  
Email Address : selvinysala04@gmail.com, mahda4271@gmail.com, zulkiflibokiu@gmail.com  
   
PENDAHULUAN 
 Dalam mengelola dana desa penting adanya penerapan akuntabilitas guna 
diwujudkanya tata kelola pemerintah yang dan mampu menyesuaikan dengan ketetapan 
peraturan menteri dalam negeri. “Akuntanbiltas bukan hanya bentuk dari 
pertanggungjawaban yang dilihat dari kinerja dalam laporan keuangan tetapi akuntabilitas 
merupakan pertanggungjawaban yang didasari oleh kepatuhan pada suatu peraturan yang 
ditetapkan” ( Mahyani, 2017). Akuntabilitas mempunyai karakteristik tersendri dalam upaya 
tanggung jawab yang digunakan untuk membuktikan dan menjelaskan strategi dan tujuan 
yang sudah ditetapkan oleh organisasi pemerintah itu sendiri. Desa menjadi dasar tolak ukur 
kemajuan suatu Negara, karena Negara tidak akan maju tanpa provinsi yang maju dan pada 
dasarnya kemajuan Negara sangat ditentukan oleh kemajuan desa di provinsi tersebut. 
 Dana desa memiliki arti sebagai suatu dana dari pemerintah dengan tujuan mendanai 
setiap kegiatan pembangunan dengan jumlah tertentu.  Adanya dana desa ini bisa membantu 
memenuhi keperluan pemerintah desa atas pelaksanaan pembangunan dan  pemberdayaan 
masyarakat. Peraturan menteri dalam Negeri No 113 tahun 2014 mengenai pengelolaan 
keuangan desa pasal 2 ayat (1) dan sekarang telah diperbaruhi yaitu dengan peraturan 
menteri dalam Negeri No 20 tahun 2018 bahwasanya keuangan desa dikelola berdasarkan 
asas-asas transparan,akuntabel, partisipatif, serta displin anggaran maupun secara tertib. 
Pembangunan desa dilakukan guna meningkatkan kualitas kehidupan masayarakat dalam 
pengembangan ekonomi dan  permberdayaan masyarakat yang bertujuan memperbaiki tarif 
hidup masyarakat desa. Oleh sebab itulah dana desa diperuntukan untuk pelaksanaan 
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pembangunan dan pengembangan pemerintah desa dalam hal pemenuhan kepentingan 
masayarakat. 
 Dalam pengelolaan keuangan desa, akuntabilitas memiliki peran penting untuk 
mengelolah keuangan yang ditujukan kepada  pemerintah desa dalam bertanggung jawab 
atas apa yag telah dipercayakan oleh masyarakat. Akuntabilitas ialah kewajiban berupa 
pertanggung jawaban dalam hal memberi penjelasan atas kinerja dan aksi seseorang atau 
badan hukum apapun pimpinan suatu organisasi terhadap pemilik hak ataupun yang 
menginginkan penjelasan ataupun pertanggungjawaban tersebut (Halim, 2014:83).  
 Tingkat keberhasilan suatu desa di lihat dari desa itu sendiri bagaimana desa itu bisa 
berkambang menjadi lebih baik dari sebelumnya dengan cara mengerjakan kepentingan 
pemerintah desa tepat waktu sesuai dengan rencana dan tujuan yang ditetapkan. (Silalahi 
2017:128) Mengungkapkani bahwai Efektivitasi merupakani sesuatui yangi berhubungani dalami 
mewujudkani tatai kelolai organisasii yangi baiki secarai eksplisiti maupuni implisit.i Keberhasilani 
suatui organisasii dilihati darii sejauhi manai keberhasilani organisasii dalami mencapaii tujuani 
yangi telahi ditetapkani sebelumnya. 
 Berdasarkani hasili observasii yangi dilakukani olehi penelitii Dii desai Botubulowei yangi 
beradai dii Kecamatani Dungaliyoi Kab.i Gorontaloi ditemukan adanya keterlambatan dalam 
pencatatan untuk penyusunan anggaran dana desa yang bisa mengakibatkan penghambatan 
pencairan dana desa berikutnya, dirangkum dalam rencanai pembangunani menengahi desai 
untuki rencanai kerjai pemerintahi desai yangi belumi maksimali dalami pelaporani keuangani desai 
terhadapi pekerjaani yangi belumi terselesaikan.i Akuntabilitasi merupakani mekanismei yangi 
dibutuhkani dalami pertanggungjawabani atasi kinerjai pemerintahi desai yangi dii lihati darii 
tindakani sesuaii dengani peraturani yangi berlaku. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan 
pendapatan yang dikemukakan oleh (Suherman,2018) bahwa "Laporan keuangan pemerintah 
desa harus mencerminkan transparansi dan akuntabilitas sehingga laporan itu bisa dianalisis".  
 Beberapa peneliti yang terkait dengan penelitian ini di antaranya sebagaimana yang 
dinyatakan oleh Budiarti Ayu Pinky (2021) mengenai Akuntabilitasi Dani Transparansii 
Pemerintahi Desai Dalami Pengelolaani Alokasii Danai Desai Leminggiri Kecamatani Mojosarii 
Menjelaskani bahwai pemerintahi Desai Leminggiri sudahi melaksanakani prinsipi akuntabilitasi 
dani transparansii di tandai dengan tahun 2019 jumalah ADD mengalami peningkatan yang 
diterimah sebesar 384.085.000 dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan juga sebesar Rp 
417.321.000 dimanai dalami tahapi perencanaan,i pelaksanaani dilakukani secarai partisipatifi 
sertai pelaporani dani pertanggungjawabani yangi menujukani bahwasanyai pemerintahi desai 
sudahi menerapkani sesuaii dengani Permendagri No 113 tentang Pengelolaan keuangan Desa, 
dan pada penatausahaan sendiri sudah sesuai dengan Perbup Mojokerto No 86 dalam 
pencatatan pelaporan yang dilakukan sudah cukup akuntabel dan transparansi.  
 Terkait dengan peneliian ini juga ditemukan hasil penelitian yang diungkapkan 
Armaningsih Dwi Indrawati (2019) Memperoleh hasil dalami pengelolaani alokasii danai desa,i 
pemerintahi desai sudahi menerapkani prinsipi akuntabilitasi yangi diaturi dalami peraturani yangi 
ditetapkani olehi daerahi dalami tahapi perencanaan,i pelaksanaan,i dani penatausahaani dalami 
pembuatani laporani dilakukani sesuaii petunjuki peraturan, tetapi dalam pelaksanaanya belum 
berjalan optimal dikarenakan kurangnya sosialisasi dalam masyarakat untuk menyampaikan 
informasi, dan dalam pelaporanya juga mempunyai keterlambatan laporan. 
 

KAJIAN TEORI 
Teori Stewardship 
 Grand theory yang mendasari penelitian ini adalah teori stewardship yang 
berhubungan dengan theory agenchy. Teori Stewardship merupakan teori yang dibangun 
yang berlandaskan asumsi filosofi yang menggambarkan sifat manusia yang pada hakekatnya 
mampu dipercaya dan mampu melakukan sesuatu tindakan pertanggungjawaban dan 
memiliki kejujuran kepada pihak lain dan integritas yang tinggi (Said 2015:102).  
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 Stewarsdhip theory mendeskripsikan bahwa pemerintahan desa dapat dipercaya 
sebagai organisasi sektor publik, yang bisa memberikan pelayanan yang terbaik dalam 
menampung aspirasi masyarakatnya untuk dapat dipertanggungjawabkan dana desa yang 
telah diamanahkan kepada pemerintahan desa. Untuk dapat mencapai sebuah keinginan 
yang ditetapkan maka pemerintah desa (steward) harus malaksanakan penyelenggaraan 
dengan penuh tanggungjawab diasah dalam kemampuan dan keahlianya secara efektif dan 
efesien,Dengan begitu masyrakat bisa menilai pemerintah desa bahwa apa yang telah 
dilaksanakanya meberikan hasil yang memuaskan karenai Stewardshipi Theoryi 
menggambarkani terdapati hubungani yangi kuati antarai kesuksesani pemerintahi dani kepuasan.i 
Efektivitas 
 Efektivitas adalah suatu sumberdaya yang dimanfaatkan dalam sarana dan prasarana 
untuk menghasilkan sebuah barang atas jumlah tertentu atas jasa kegiatan yang dijalankan  
dalam keadaan sadar (Yulita, 2016). Adanya Efektivitas merupakan suatu sarana dalam 
pencapaian tujuan dengan kebutuhan yang diperoleh dalam perencanaan untuk keberhasilan 
dari suatu tujuan yang ditetapkan, efektivitas di ukur dari sejauh mana keberhasilan yang 
dicapai sesuai dengan tindakani yangi dilakukani untuki mencapaii tujuani yangi telahi ditetapkani 
sebelumnya.i Jikai kegiatani yangi dilakukani sesuaii dengani sasaran,i makai semakini tinggii 
Efektivitasnya. 
 Efektivitas dapati dilihati darii berbagaii suduti pandangi yangi memiliki banyak 
pengertian juga dapati dinilaii darii berbagaii carai dani mempunyai sesuatu yangi berkaitani erati 
dengani efesiensii (Sulastri, 2016:8). Efektivitas dijadikan sebagaimana sarana dalam 
meningkatkan sebuah organisasi untuk menghsilkan keluaran sesuaii dengani yangi 
diharapkan.  
Dana Desa 
 Menurut peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2018 danai desai merupakani danai 
perimbangani yangi diberikani olehi pemerintahi pusati yangi bersumberi darii APBNi (anggaran 
pendapatan dan belanja Negara) yangi dialokasikani untuki desai dalami penyelenggaraani 
pemerintahani yangi dii transferi darii APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) 
kabupateni ataui kotai dalami membiayaii keperluani masyarakati terutamai pelaksanaani 
pembangunani dani pemberdayaani masyarakat. Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tujuan dana 
desa yakni: 
1. Meningkatkani pelayanani publiki dii desa 
2. Mengentaskani kemiskinan 
3. Memajukani perekonomiani desa 
4. Mengatasii pembangunani kesenjangani antardesa 
5. Memperkuati masyarakati desai sebagaii subjeki dengani pembangunani dani pemberdayaan. 
Pengelolaan keuangan Dana Desa 
 Menurut permendagri nomor 20 tahun 2018 tentangi pengelolaani keuangani desai yaitui 
keuangani desai secarai keseluruhani merupakani haki dani kewajibani pemerintahi desai dalami 
pelaksanaani penyelenggaraani meliputii perencanaani pelaporani sertai pertanggungjawabani 
keuagani desa. Keuangani desai merupakani haki dani kewajibani darii pemerintahi untuki dikelolai 
sebaiki mungkini dani merupakani suatui kekayaani yangi dimilikii olehi desa. 
Akuntabilitas 
Menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas public memiliki arti yaitu pihak pemegang amanah 
(agent) yangi berkewajibani dani bertanggungjawabi atasi tindaki penyajian,i pelaporan,i dani 
pengungkapani berbagaii aktivitasi yangi ditugaskani kepadanyai untuki disampaikani terhadapi 
pihaki pemberii amanahi (principal) sebagai pemilik hak. Akunbilitas public menurut 
(Mardiasmo 2018), terdiri 2 yaitu: 
1. Akuntabilitas vertical (vertical accountability) 
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Akuntabilitasi verticali yaitui pertanggungjwabani kepadai pemegangi kekuasaani tertinggii 
dalami pengelolaani danai misalnyai pertanggungjawabani pemerintahi daerahi kepadai 
pemerintahi pusat. 
2. Akuntabilitas horizontal (horizontal accountability) 
Akuntabilitasi horizontali merupakani pertanggungjawabani dalami menyelesaikani tugasi 
melayanii dani membantui publik.i pertanggungjawabani lebihi kei masyarakati luasi bukani antari 
atasani dani bawahan. 
 
METODE PENELITIAN 
 Metode penelitian ini ialah dengan pengunaan metode kualitatif deskriptif. Penelitian 
ini bersifat  naturalistic yang memfokusan dalam pengumpulan berbagai informasi tentang 
suatu kondisi secara realita yang sedang berlangsung dengan mendeskripsikan Analisis 
penerapan akuntanbiltas dan transparansii dalami pengelolaani alokasii danai desa,i khususnyai 
dii Desai Botubulowe,i Kecamatani Dungaliyo,i Kabupateni Gorontalo. Analisisi yangi digunakani 
dalami penelitiani inii adalahi tekniki analisisi deskriptif. Menurut Miles & Huberman ada 3 
tahapan yang dilakukan dalam menganalisis data penelitian yaitu reduksi data, paparan data 
dan penarikan kesimpulan. Penggunaan teknik triangulasi dilakukan dalam pelaksanaan 
pengujian data yang diperoleh. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Berdasarkan fenomena yang ada peneliti melakukann pendeskripsian mengenai 
temuan hasil penelitian dan data yang diperoleh dalam pengumpulan data dengan beberapa 
informan serta nara sumber baik yang diperoleh dari data dokumen maupun wawancara. 
Pada Desa Botubulowe pendapatan desa tahun 2022 adalah sebesar Rp 1.474.807.306 (Satu 
Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Del apan Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam 
Rupiah) Dani Belanjai Desai Desa Botubulowe sebesar Rp 1.500.663.342 ( Satu Milyar Lima 
Ratus Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah). Berikut 
ini format APBDes tahun 2022. 

Tabel 1. Format Rincian APBDes 2022 

URAIAN ANGGARAN 
(Rp) 

REALISASI LEBIH/KURANG 
(RP) (%) 

(RP) 
PENDAPATAN         
    Pendapatan Asli Desa Rp6.000.000 Rp6.000.000 Rp. 0.00 100% 
    Pendapatan Transfer Rp1.497.486.200 Rp1.467.055.288 Rp. 30.430.912 98% 

    Dana Desa Rp. 1.102.262.000 
 Rp. 
1.102.262.000  Rp. 0.00 100% 

    Bagi Hasil Pajak Dan 
Retribusi  Rp 30.364.200  Rp. 4,022.164  Rp. 26.342.036 14% 
    Alokasi Dana Desa  Rp 364.860.000  Rp 360.771.124  Rp. 4.088.876 99% 
    Pendapatan Lain-lain  Rp 2.000.000 Rp. 1.752.018   Rp. 247.982 88% 
JUMLAH 
PENDAPATAN  Rp 1.505.486.200 

 Rp. 
1.474.807.306 Rp. 30.678.894    

BELANJA         
    Bidang Penyelenggara    
Pemerintahan Desa Rp555.440.628 Rp520.025.842  Rp 35.414.78 93,7% 
    Bidang Penyelenggara 
Pembangunan Desa Rp 223.014.400   Rp. 221.666.000 Rp 1.348.400  99% 
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     Bidang Pembinaan 
Kemasyarakatan  Rp 73.885.022  Rp 73.477.500  Rp. 407.522 99% 
    Bidang Pemberdayaan  
Kemasyarakatan  Rp 244.452.400   Rp 242.694.000  Rp 1.758.400 99% 
    Bidang 
Penanggulangan 
Bencana, Darurat Dan 
Mendesak Desa  Rp 442.800.000  Rp 442.800.000  Rp. 0.00 100% 

JUMLAH BELANJA  Rp. 1.539.492.450 
 Rp. 
1.500.663.342  Rp 38.929.108 98% 

SURPLUS/(Defisit) -Rp34.106.250  (Rp 25.856.036)  (Rp 8.250.214)   
PEMBIAYAAN         
    Penerimaan 
Pembiayaan   Rp 34.106.250  Rp 34.629.439  Rp 523.189 99% 
    Pengeluaran 
Pembiayaan   Rp 0.00  Rp 0.00  Rp. 0.00   
PEMBIYAAN NETO  (Rp 34.106.250)  (Rp 34.629.439)  (Rp 523.189)   
SILPA/SILPA TAHUN 
BERJALAN  Rp. 0.00  Rp 8.773.403  ( Rp 8.773.403)   
Sumber: Desa Botubulowe, Kecamatan Dungaliyo 

 Dari analisis laporan keuangan dana desa di Desa Botubulowe bahwai pengelolaani 
keuangani danai desai sudahi sesuaii dengani peraturani permandgarii noi 20i tahumi 2018i bahwai 
pemakaianyai telahi transparani dani akuntabeli dibuktikani padai tabeli dii atasi terlihati sangati 
jelasi pengelolaani dani penggunaani danai meliputii penerimaani dani pengeluarani keuangan.i 
Darii laporani tersebuti bahwai bidangi penyelenggarai desai dicantumkani dalami realisasii padai 
tahuni anggarani 2022i hali inii merupakani suatui peningkatani padai desai botubulowei yangi 
beranii menampilkani hasili dengani jelasi dalami laporani anggarani pendapatani dani belanjai 
desa. Dani untuki bagii pajaki dani retribusii memilikii presentasei yangi rendahi yaitu 14% sesuai 
dengan observasi yang telah di lakukan oleh peneliti bagi pajak dan retribusi rendah 
diakibatkan oleh keuangan daerah tidak stabil yang mengakibatkan pemerintah desa belum 
maksimum mengukur anggaran yang berhubungan dengan hasil pajak dan retribusi. 
 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukan bahwa dalam 
pengelolaan keuangan dana desa sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Permandagri 
No 20 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa dalam perencanaan dalami pengelolaani danai desai 
sudahi disusuni sesuaii dengani peraturani yangi berlakui dani dilaksanakani berdasarkani 
transparansi dimana menyusun RKPDes dari rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 
tahun. Partisipasi masyarakat yang terlibat merupakan perwakilan dari beberapa masyarakat 
yang di anggap sebagai tokoh yang dipandang bisa mewakili aspirasi masyarakat yang 
diwakili oleh bapak Refly Hilalunga. Masyarakat ikut aktif dalam perencanaan yang 
dilakukan bersama aparat desa beserta BPD dalam forum rapat dalam membahas tentang 
penyusunan pengelolaan dana desa. Pengelolaan keuangan dana desa oleh karenanya 
keterlibatan BPD secara aktif dapat mengontrol penyusunan perencanaan APBDes sangat 
dibutuhkan.  
 Pelaksanaan yang di atur dalam permandagri No 20 tahun 2018 menjelasakani bahwai 
pelaksanaani pengelolaani keuangani merupakani penerimaani dani pengeluarani desai melaluii 
rekeningi kasi desa,i dimanai pelakasananyai dii aturi olehi kepalai desai sebagaii pemegangi 
kekuasani tertinggii yangi dii aturi dalam permandagri No 20 tahun 2018 bahwai kepalai desai 
menugaskani aparati desai sesuaii dengani kewenanganyai dalami pelaksanai kegiatani anggarani 
dalami menyusuni DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran) yangi terdirii darii Rencanai kegiatani 
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dani anggarani desa,i rencanai kerjai kegiatani desa,i dani rencanai anggarani biaya. Kemudiani 
kepalai desai menyampaikani laporani kepadai Bupati/Walikotai untuki pelaksanaani APBDesi 
semesteri pertamai untuki dijadikani sebagaii kinerjai yangi telahi dilaksanakani darii perencanaani 
yangi sudahi dii susuni darii RKPDesi setelahi itui kepalai desai menyampaikani laporani 
pertanggungjawabani realisasii APBi setiapi akhiri tahuni kepadai Bupati/Walikota. 
 Dalam perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban pemerintah desa sudah 
melaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan masyarakat desa Botubulowe 
dilibatkan dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa 
walaupun masyarakat belum terlalu paham tentang pengelolaan dana desa tetapi masyarakat 
tetap berpartisipasi dalam keterlibatan perencanaan penyusunan dana desa. 
 Sedangkan pengawasani keuangani desai dii desai Botubulowei kurangi efektivi ataui 
belumi berjalani dengani baik, untuk pertangunggjawaban memang sudah ada pengawasannya 
tetapi untuk kecermatan dalam pembangunan sangat diperlukan untuk kepentingan 
masyarakat. Prosesi perencanaani pembangunani terkadangi tidaki disesuaikani dengani kondisii 
didesai tersebut.i Sepertii pembangunani tamani perpustakaani yangi pembangunanyai sudahi 
dilaksanakani yangi adai tertulisi dii prasaranai desa tetapi jarang digunakan oleh masyarakat 
dikarenakan masyarakat di desa tersebut lebih memfokuskan perkembangan ekonomi 
keluarganya masing-masing , jadi pembangunan taman perpustakaan di Desa Botubulowe 
kurang efektiv. 
 Sedangkan untuk penyelenggara pembangunan masih ada kekeliruan dalam 
memberikan informasi yang mengakibatkan kurang efektiv aparat desa dalam pengelolaan 
dana desa karena anggaran yang direncanakan tidak sesuai dengan informasi yang dimaksud 
dan sudah dilakukan observasi kembali bahwa realisasi penyelenggara pembangunan pada 
tahun 2022 dalam bentuk pembangunan Non fisik yang berupa pemasangan internet (wifi) di 
setiap dusun dengan presentase 99% yang di anggap sudah maksimal menurut peraturan 
menteri keuangan tentang pengelolaan dana desa dan untuk serapan anggaran bagi hasil 
pajak dan retribusi rendah diakibatkan keuangan daerah tidak stabil yang mengakibatkan 
kurang maksimal pemerintah desa dalam mengukur anggaran yang berhubungan dengan 
bagi hasil pajak dan retribusi.  
 Hasili penelitiani inii jugai sejalani dengani penelitian Marry Parker Follet (1997) yangi 
mendefinisikani suatui pengelolaani merupakani senii dalami menyelesaikani sesuatui kegiatani 
yangi berhubungani pencapaiani tujuan.i Dalami penyelesaiani pelaksanaani kegiatani terdapati 3i 
faktori yangi terlibati yaitu:  

1) Adannyai penggunaani sumberi daya,i baiki sumberi dayai manusiai dani sumberi dayai 
yangi mempengaruhii faktori produksii lainya. 

2) Prosesi yangi dilakukani mulaii darii perencanaan,pengarahan,i pengimplementasian,i 
pengorganisasian,i hinggai pengawasani dani pengendalian. 

3) Adanyai senii dalami penyelesaiani pekerjaan. 
 Menurut HAW Widjaja dalam buku pemerintahan desa dan administrasi Desa (2022: 
121) keuangani desai merupakani suatui pengelolaani yangi dilakukani olehi pemerintahi desai 
yangi dipertanggungjawabkani olehi aparati desai terutamai kepalai desai yangi berkewajibani 
mengaturi keuagani secarai teraturi dani sesuaii perencanaani yangi sudahi disepakatii sebelumnya. 
 Adapun hasil penelitian tentang Transparansi  laporan keuangan dalam penelitian 
yang dilakukan oleh Sukirsno Agoes dan 1 Cenik (2009. 104)  dimana transparansi merupakan 
bidang dalam memberikan infomasi kepada masyarakat berdasarkan hasil terhadap informasi 
keuangan yang jujur dan terbuka dengan ketentuan masyarakat berhak mendapatkan atau 
mengetahui secara menyeluruh atas pertanggungjawaban yangi dilakukani olehi pemerintahi 
desai yangi mengacui padai peraturani perundang-undangani yangi sudahi diberikani 
kepercayaani terhadapi ketaatannya. 
 Sedangkan menurut teori Efektivitas merupakan sesuatu yang mempunyai 
keterkaitan yang erat dalam melaksanakan suatu tujuan secara efesiensi dapat dilihat dari 
berbagai sudut pandang dan dinilai dari berbagai cara. Eviktivitas merupakan suatu ukuran 
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dalam keberhasilan yang dipeoleh dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah 
direncanakan sebelumnya. Dalam suatu organisasi dikataka efektif, apabila suatu organisasi 
itu mampu atau sudah mencapai tujuan yang diinginkan ( Mardiasmo 2012). 

 
SIMPULAN 

 Hasil dari penelitian Efektivitas pengelolaan untuk meningkatkan akuntabilitas 
pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh aparat desa Di Desa Botubulowe, Kecamatan 
Dungaliyo, Kab Gorontalo dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dalam pengelolaan dana desa yang telah diterapkan oleh pemerintah desa 
Botubulowe sudah sesuai dengan peraturan yang ada terutama dalam peraturan  
Permandagri No 20 Tahun 2018. Disamping itu dalam pengelolaan dana desa 
pemerintah desa juga melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan sampai 
dalam pengawasan terhadap pengelolaan dana desa di Desa Botubulowe. Walaupun 
pengelolaan dana desa sudah dilaksanakan dengan baik tetapi pemahaman 
masayarakat tentang pengelolaan dana desa dan kebijakan keuangan desa masih 
rendah. 

2. Dalam hal pelaporan keuangan desa sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang 
berlaku oleh pemerintah Desa Botubulowe. Dalam pengelolaan dana desa pemerintah 
desa juga memberikan informasi kepada masyarakat dengan papan informasi maupun 
baliho yang digunakan masyarakat untuk mengetahui kinerja yang akan dilaksanakan 
di desa itu, akan tetapi dalam pelaporan terjadi perbedaan informasi yang didapatkan 
yang mengakibatkan sistem keuangan menjadi lemah dan pemerintah desa kurang 
maksimal dalam mengukur anggaran yang berhubungan dengan bagi hasil pajak 
retribusi. 

3. Dalam pelaksnaan pertanggungjawaban pemerintah desa botubulowe sudah 
dijalankan sesuai tanggungjawab masing-masing dalam hal perencanaan sampai pada 
pelaporan. Aparat sudah melakukan sesuai dengan tugasnya masing-masing dalam 
melakukan pertanggungjawaban baik kepala desa, sekretaris, kaur keuangan dan BPD 
sudah sesuai dengan kewenanganya dalam peraturan pemerintah desa. 
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